BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJIJAIL

JI Soerkamo - Hatta No. 34, Kel. Dataran Tinggl,

Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai
Email - bawasiu binjaigdgmail com - osdm bawaslubinjai@gmail com

Nomor 1 35/PM.00.02/K.SU-26/10/2025 Binjai, 9 Oktober 2025

Sifat - BIASA

Lampiran 3
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Kepada Yth.

Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai

di-
Binjai
Memedomani Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang
Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), maka dengan ini

Bawaslu Kota Binjai melaksanakan tugas pengawasan PDPB.

A. Dasar Hukum
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi

Undang- Undang;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan

Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan

Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan
Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan

Pengawas Pemilihan Umum;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih

Berkelanjutan;
8. Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/13287/Dukcapil
tanggal 28 September 2021 perihal Jenis Layanan, Persyaratan Dan Penjelasan Pendaftaran

Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

9. Surat Edaran Bawaslu Nomor 29 Tahun 2025 pertanggal 12 Juni 2025 tentang Pengawasan

Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan

10. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan Sistem

Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
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a  sural kematian; dan

b.  Dokumen Perjalanan i ;

Porjalenan bein o;ng’?fi::z{lk Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen
(2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:

a. /s‘;,lf?-” kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama

b. surgt keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;

c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena
hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazah.nya;

d. surat pemyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak
Jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang
kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil :

a. Pasal 1 Ayat (23) berbunyi : Pemohon adalah Penduduk, Orang Asing, dan WNI di luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewajiban melaporkan
peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

b. Pasal 62 Ayat (1) Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan lata cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil.

PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemitakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 17 Ayat (4)

berbunyi : Pemilih sebagaimana dimaksud pada a{at (2,) qan ayat (:2 dibuktikan dengan dokumen
inistrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah. _

5. ;g,rgltmfs)ti’raektora[:e Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor .470/13287/Dukcap1|
tanggal 28 September 2021 perihal Jenis Layanan, Persyaratan Dan. Pgnjelasan Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil pada nomor 24 menjelaskan bghwa jenis layanan pencatatan
kematian dalam wilayah NKRI dengan penjelasan pada huruf (j) bahwa pencatatan kT")at'a"
dilaporkan tidak hanya oleh anak atau ahli waris tetapi dapat juga dilaporkan oleh keluarga lainnya,

termasuk Ketua RT;
injai Peraturan Daerah
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e Yoy BOt1 ok Administrasi Kependudukan dengan Sistem

Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan .
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) menjelaskan bahwa Ketentuan Pasal 34 diubah,

sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:
1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh k
penduduk kepada Dinas paling lambat 30

2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimal
mencatat pada Register Akta Kematian d

3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pa
dari plhak yang berwenang.

etua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili

(tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
ksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil

an menerbitkan Kutipan Akta Kematian; :
da Ayat (2) dilakukan berdasarkan kematian
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C. Bahwa berdasarkan ketentuan yang dijelaskan pada huruf B, maka Bawaslu Kota Binjai mengimbau
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk mematuhi ketentuan dan peraturan yang

berlaku.

D. Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

MUHAMMAD YUSUF HABIBI, M.Sos

Tembusan -
1. Ketua Bawaslu Provins: Sumatera e

2  Weal Kota Binjai,
3 Ketus DPRD Kota Birye
4 Ketus KPU Kota Birya,

5 Amsp
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